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ABSTRAKSI 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris mengenai pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 
(DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada 
Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2011- 2013.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Pulau 
Jawa. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengggunakan metode  purposive 
sampling  dan jumlah sampel sebanyak 292 data. Data penelitian ini berupa data 
sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah di Pulau Jawa tahun 
2011- 2013. Data yang telah dikumpulkan dianalisis terlebih dahulu dengan 
pengujian asumsi klasik kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan alat uji 
SPSS 20.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, dan SiLPA 
mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. sedangkan variabel DAK tidak 
mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. 
 
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 
  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal. 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri kegiatan 
pemerintahan termasuk membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan 
kebutuhan dan prioritasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh 
karena itu, Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya yang 
dibutuhkan untuk belanja-belanja daerah yang dibutuhkan guna melaksanakan 
kegiatan tersebut yang nantinya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Sejalan 
dengan hal tersebut, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
akan didanai dari dan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD 
merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan sesuai 
dengan peraturan daerah. Selain itu, APBD juga dijadikan dasar pengelolaan 
keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan 
pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD tersebut terdiri dari 
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 
Di era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan 
pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Dengan adanya peningkatan 
dalam layanan di sektor publik, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi 
investor untuk untuk menanamkan investasinya di daerah. Apabila investor mulai 
masuk di daerah tersebut, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kegiatan 
perekonomian di daerah tersebut. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja 
merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka 
meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergesaran ini ditujukan untuk 
peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, 
infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Dengan meningkatnya investasi modal, maka 
diharapkan pengeluaran dari modal tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik 
karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah 
yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah 
daerah (Uhise 2013). 
Dalam upaya pemda membangun daerah dan meningkatkan pelayanan 
publik, pemda dapat menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber 
pembiayaan. Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah 
adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya 
sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku. Di  Indonesia, PAD berasal dari sektor pajak 
daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain 
pendapatan daerah yang menjadi sumber PAD. Dalam mengukur keberhasilan 
pengembangan otonomi di daerah, kita dapat melihat dari derajat otonomi fiskal yang 
berada di daerah tersebut yaitu dengan cara membandingkan antara PAD dengan total 
penerimaan APBD yang diterima setiap tahunnya. Apabila PAD dari suatu daerah 
mampu memberikan kontribusi terbesar dalam pemasukan susunan belanja daearah, 
maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tergolong sebagai daearh yang cukup 
maju dan bagus dari sektor ekonomi, dan begitu pula sebaliknya. Dan hal ini 
diharapkan pada masa yang akan datang, ketergantungan daerah terhadap transfer 
dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah 
daerah dalam melakukan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Akan tetapi, 
setiap daerah memiliki kemandirian daerah dan kemampuan keuangan yang tidak 
sama satu sama lainnya. Di satu pihak beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang 
beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial. Di lain pihak, 
banyak daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang jauh dari memadai, yang 
mengakibatkan daearh-daerah semacam ini mengalami kesulitan dalam pembiayaan 
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahnya, sehingga dapat menimbulkan 
ketimpangan fiskal. 
Dalam mengatasi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah memberikan Dana 
Perimbangan. Dana tersebut bersumber dari APBN yang meliputi dana bagi hasil 
(DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan 
selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga 
dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pada pemerintah daerah. 
DAU dimaksudkan untuk dapat memperbaiki pemerataan perimbangan keuangan 
yang ditimbulkan oleh bagi hasil sumber daya alam tersebut. Dana Alokasi Umum 
(DAU) sendiri ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri 
yang ditetapkan dalam APBN (Mentayani dan Rusmanto, 2013). Perhitungan 
perolehan DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) 
suatu daearh, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan 
potensi daerah (fiscal capacity). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya 
besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. 
Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar 
akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. 
Selain DAU, Pemrintah Daerah juga akan mendapatkan Dana Alokasi 
Khusus (DAK). DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke 
daerah kabupaten/ kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, 
tergantung tersedianya dana dalam APBN (Situngkir dan Manurung, 2009). Pada 
dasarnya DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik 
sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, 
kesehatan (pelayanan dasar dan pelayanan rujukan), jalan, irigasi, air minum, sanitasi, 
prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga 
berencana, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, serta perdagangan. 
Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan Pasal 61 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 
Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping untuk mendanai 
kegiatan fisik sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya. Dana 
Pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) tahun anggaran yang berjalan. DAK tidak dapat digunakan untuk 
membiayai belanja administrasi umum, biaya penyiapan proyek fisik, biaya 
penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya 
umum sejenis. Biaya untuk keperluan diatas dapat dibebankan pada APBD di luar 
dana pendamping (Abdul Halim 2014:142). 
Kemudian, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk membiayai kegiatannya 
dalam rangka mensejahterakan masyarakat. SiLPA meupakan selisih lebih realisasi 
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Selain itu, 
SiLPA juga dijadikan sebagai suatu indicator yang menggambarkan efisiensi 
pengeluaran pemerintah. SiLPA dijadikan indicator efisiensi, karena SiLPA akan 
terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto 
yang positif dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran 
pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008) dalam Ida Mentayani dan Rusmanto (2013). 
Penelitian ini bersifat pengembangan dari penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Mentayani dan Rusmanto (2013) yang meneliti mengenai pengaruh 
pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran 
terhadap belanja modal. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah 
terletak pada objek, sampel dan penambahan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) 
yang dilakukan oleh Nuarisa (2013). Alasan dimasukkannya variabel dana alokasi 
khusus dalam penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui seberapa kuat dana 
alokasi khusus mempengaruhi belanja modal dari setiap daerah, dan bagaimana efek 
dari setiap perubahan besaran dana alokasi khusus tersebut terhadap belanja modal. 
DAK sendiri pada dasarnya memiliki kaitan yang cukup erat dengan belanja modal, 
karena DAK merupakan salah satu bentuk dari dana transfer dari pusat. Sejalan 
dengan hal tersebut, DAK ditujukan untuk membantu daerah dalam mendanai 
kegiatan fisik agar dapat mengurangi kesenjangan fiscal antar daerah, sehingga dapat 
tercapai standar pelayanan publik minimum di daerah. 
TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
1. Untuk mengkaji pengaruh PAD terhadap Belanja Modal. 
2. Untuk mengkaji pengaruh DAU terhadap Belanja Modal. 
3. Untuk mengkaji pengaruh DAK terhadap Belanja Modal. 
4. Untuk mengkaji pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal. 
 
LANDASAN TEORI 
 
Struktur APBD 
Menurut (Kawedar, dkk 2008: 179) APBD merupakan instrument yang akan 
menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan 
kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 
2004 struktur APBD terdiri dari tiga elemen, yaitu : 
a. Pendapatan Daerah. 
b. Belanja Daerah. 
c. Pembiayaan Daerah. 
 
Pendapatan Asli Daearah (PAD) 
Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan 
daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar 
pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk 
memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD bertujuan memberikan 
kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah 
sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah sangatlah penting karena PAD menunjukkan 
kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangnnya sendiri yang kemudian 
menjadi sebuah ukuran kinerja bagi Pemerintah Daerah dalam proses pengembangan 
ekonomi daerah.  
Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Ketentuan Umum UU RI No. 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah : 
“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh 
Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan.” Di Indonesia, PAD bersumber dari pajak daearah, retribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan 
asli daearah yang sah. 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan 
dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan 
pembelanjaan. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana alokasi umum adalah dana 
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 
pelaksanaan Desentralisasi. DAU merupakan total dana transfer yang bersifat umum 
(block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan 
tujuan utama untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah serta mengisi 
kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan 
formula berdasarkan prinsip-pinsip tertentu.  
Dalam pinsip-prinsip tersebut, daerah miskin dan terbelakang harus menerima 
lebih banyak dari pada daerah kaya agar daerah yang memiliki kemampuan keuangan 
dibawah daerah lain memiliki kemampuan keuangan yang sama dengan dengan 
daerah yang notabene memiliki kemampuan keuanagan yang baik. Dalam konteks 
ini, DAU dimaksudkan untuk dapat memperbaiki pemerataan perimbangan keuangan 
yang ditimbulkan oleh bagi hasil sumber daya alam tersebut. 
Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus, 
selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan 
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan 
sesuai dengan prioritas nasional.  
DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah 
kabupaten/ kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, 
tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko 2002) dalam Situngkir dan 
Manurung 2009. DAK dialokasikan untuk membantu daerah-daerah dengan 
kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan 
penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang merupakan 
priorotas nasional di bidang pendidikan, kesehatan (pelayanan dasar dan pelayanan 
rujukan), jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan 
perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan 
prasarana perdesaan, serta perdagangan. DAK tidak dapat digunakan untuk 
membiayai belanja administrasi umum, biaya penyiapan proyek fisik, biaya 
penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya 
umum sejenis. 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 
tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup 
kelebihan dalam penerimaan PAD, kelebihan penerimaan dana perimbangan, 
kelebihan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, kelebihan penerimaan 
pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan 
akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.  
SiLPA merupakan indicator efisiensi, karena SiLPA akan terbentuk bila 
terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Netto yang positif, 
dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan 
(Balai Litbang NTT, 2008) dalam Mentayani dan Rusmanto (2013) 
Belanja Modal 
Sejalan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, daerah harus dapat 
mengembangkan daerahnya sendiri agar apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya 
otonomi daerah dapat terlaksana. Untuk itu diperlukan banyak dana yang harus 
dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan 
pembangunan daerah, yang salah satunya adalah belanja modal. Dengan demikian 
belanja modal merupakan factor penting dalam menyelenggarakan pembangunan 
daerah. 
Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah menyebutkan bahwa : “Belanja modal adalah pengeluaran yang 
dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud 
yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam 
kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya”.  
Kerangka Model Penelitian 
Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran teoritis digunakan sebagai 
penjelasan terkait dengan pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SiLPA terhadap belanja 
modal. hal tersebut dapat disederhanakan dalam bentuk bagan sebagai berikut : 
Variable independen 
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Gambar 1. Kerangka Teoritis 
 
METODE PENELITIAN 
Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi penelitian adalah semua kota/kabupaten di Pulau Jawa. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. 
Purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan 
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Dana Alokasi Umum 
(DAU) 
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Dana Alokasi Khusus 
(DAK) H3 
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H4 
kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 
kota dan kabupaten di Pulau Jawa yang melaporkan secara rutin APBD tahun 
anggaran 2011-2013 dan mempublikasikan PAD, DAU, DAK, SiLPA, dan Belanja 
Modal. 
 
Data dan Sumber Data 
 
Data penelitian ini berupa data sekunder, yaitu Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alkasi Khusus (DAK), Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Belanja Modal (BM) yang terdapat pada laporan 
realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota/kabupaten di Pulau 
Jawa yang diperoleh dari situs Departemen Keuangan Dirjen Perimbaagan Keuangan 
Pusat dan Darah (www.djpk.depkeu.go.id). 
 
Definisi Operasional Variabel 
Variabel Independen 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Pendapatan asli daerah adalah suatu penerimaan yang diperoleh dari sumber-
sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan yang 
berlaku. 
2. Dana Alokasi Umum (DAU)  
Dana alokasi umum adalah transfer yang bersifat umum untuk mengatasi 
masalah ketimpangan antar daerah dengan tujuan utama pemerataan 
kemampuan keuangan antar daerah dan juga memberikan sumber 
pembiayaan daerah 
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)  
Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membentu 
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 
prioritas nasional. 
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)  
Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan 
dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 
 
 
 
Variabel Dependen 
5. Belanja Modal  
Belanja modal adalah penggunaan anggaran untuk pembelian asset tetap dan 
asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 
 
Metode Analisis Data  
 Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis 
regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu 
variabel terhadap variabel lain. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen, 
sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen. 
Sehingga analisis regresi linear berganda yang digunakan dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
Rumus : Y = α + β1PAD + β2DAU + β3DAK + β4SiLPA+ € 
Keterangan : 
Y = Belanja Modal 
α = Konstanta 
β1- β4 = Koefisien regresi dan estimator dari parameter 
PAD = Pendapatan Asli Daerah  
DAU = Dana Alokasi Umum  
DAK = Dana Alokasi Khusus  
SiLPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
€ = Variabel pengganggu 
 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Pulau Jawa tahun  
yang terdiri dari 119 Kabupaten dan Kota, dengan pemilihan sampel menggunakan 
metode purposive sampling. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Kabupaten/Kota yang mengeluarkan laporan realisasi APBD dan 
mencantumkan PAD, DAU, DAK, SiLPA, dan Belanja Modal dengan format SAP 
yang dipublikasikan dalam situs www.djpk.depkeu.go.id. Dari kriteria tersebut dapat 
menghasilkan 114 Kabupaten dan Kota untuk setiap tahun. 
 
 
PENGUJIAN HIPOTESIS 
 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dlakukan dengan analisis regresi 
linier berganda untuk menentukan pengaruh dari setiap variabel independen, yaitu 
PAD, DAU, DAK, dan SiLPA terhadap variabel dependen, yaitu belanja modal. 
pengujian tersebut dilakukan dengan uji hipotesis yaitu dengan Uji t dan Uji F dengan 
bantuan program SPSS versi 20.0. 
Variabel Koefisien thitung Sig. 
(Constant) 
PAD 
DAU 
DAK 
SiLPA 
-9027,354 
0,288 
0,152 
0,359 
0,252 
-0,870 
13,368 
6,311 
1,944 
4,210 
0,385 
0,000 
0,000 
0,053 
0,000 
R2  = 0,790 
Adj R2  = 0,787 
Fhitung  = 269,793 
F
 tabel  = 2,41 
 
Dari hasil pengujian tersebut maka dapat diinterprestasikan sebagai berikut. 
1) Nilai Signifikansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa PAD memiliki nilai 
signifikasi lebih kecil dibandingkanlevel of significantyaitu sebesar 0,000 < 
0,05 dan nilai thitung sebesar 13,368 lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel 
sebesar 1,97190. Hal ini berarti menunjukkan secara individu variabel 
PADmempunyai pengaruh terhadap belanja modal dan mempunyai hubungan 
positif terhadap belanja modal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
Hipotesis Pertama (H1) diterima. 
2) Nilai Signifikansi Variabel Dana Alokasi Umum. 
Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) 
memiliki nilai signifikasi lebih besar dibandingkan level of significant yaitu 
sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung sebesar 6,311 lebih besar dibandingkan 
dengan nilai ttabel sebesar 1,97190. Hal ini berarti menunjukkan secara individu 
variabel DAUmempunyai pengaruh terhadap belanja modal dan mempunyai 
hubungan positif terhadap belanja modal. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa Hipotesis Kedua (H2) diterima. 
3) Nilai Signifikansi Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) 
memiliki nilai signifikasi lebih kecil dibandingkan level of significant yaitu 
sebesar 0,053 > 0,05 dan nilai thitung sebesar 1,944lebih kecil dibandingkan 
dengan nilai ttabel sebesar 1,97190. Hal ini berarti menunjukkan secara individu 
variabel DAK tidakmempunyai pengaruh terhadap belanja modal dan 
memiliki hubungan negatif terhadap belanja modal. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa Hipotesis Ketiga (H3) ditolak. 
4) Nilai Signifikansi Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 
Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran (SiLPA) memiliki nilai signifikasi lebih kecil dibandingkan level of 
significant yaitu sebesar 0,000< 0,05 dan nilai thitung sebesar 4,210lebih besar 
dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,97190. Hal ini berarti menunjukkan 
secara individu variabel SiLPAmempunyai pengaruh terhadap belanja modal 
dan mempunyai hubungan positif terhadap belanja modal. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Keempat (H4) diterima. 
 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
Kesimpulan  
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan  hasil pengujian yang telah 
dilakukan terhadap  permasalahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. 
hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh besaran nilai signifikansi variabel 
PAD sebesar 0,000 < 0,0, sehingga H1 diterima.  
2. Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. 
hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh besaran nilai signifikansi variabel 
DAU sebesar 0,000 < 0,05 sehingga H2 diterima.  
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. 
Hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh besaran nilai signifikansi variabel 
DAK sebesar 0,053 > 0,05 sehingga H3 ditolak.  
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mempunyai pengaruh terhadap 
belanja modal. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh besaran nilai 
signifikansi variabel DAK sebesar 0,000 < 0,05 sehingga H4 diterima. 
Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya sebagai berikut: 
1. Periode penelitian ini hanya terbatas pada tahun 2011 sampai 2013, sehingga 
hasil yang diperoleh kemungkinan tidak konsisten dengan penelitian 
sebelumnya. 
2. Penelitian ini hanya berada di pulau Jawa saja, sehingga hasil dari penelitian 
tersebut kurang maksimal. 
3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu 
pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan sisa 
lebih pembiayaan anggaran, sehingga terdapat kemungkinan variabel-
variabel lain yang lebih signifikan terhadap belanja modal. 
 
Saran 
Berdasarkan kesimpulandan keterbatasan penelitian yang telah 
diungkapkan penulis dapat memberikan saran untuk penelitian selanjutnya 
sebagai berikut: 
1. Pada masa yang akan datang pemerintah pusat diharapkan dapat 
meningkatkan porsi DAK kepada daerah dengan lebih memperhatikan 
daerah-daerah yang berdasarkan Kriteria Teknis, karena menurut saya masih 
ada beberapa daerah yang memerlukan  dukungan dana untuk pembangunan 
sarana dan prasarana. 
2. Melihat pengaruh PAD yang sangat signifikan, diharapkan pemerintah 
daerah dapat menggali potensi sumber penerimaan daerah secara maksimal. 
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode yang lebih panjang agar 
tren setiap tahunnya dapat tercakup dalam penelitian. 
4. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memperluas daerah atau wilayah 
penelitian, sehingga hasil penelitiannya lebih mungkin untuk disimpulkan 
secara umum. 
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lainnya yang 
diduga memiliki pengaruh terhadap belanja modal, seperti luas wilayah, 
PDRB, dll. 
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